PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

bahwa Barane Milik Daerah sebagai salah sata unsur penting
dalam peayelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan Dacrah,
maka Barans Daerah perlu dikelola secara tertib agar dapat di
manfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung
penyelenggaraan Otonomi Daerah;
bahwada!amra:ugkapmmmﬁmgh&ﬂikbawah,peﬂu
dilakukan pemantapan administrasi pengelolaan secara profesional;
bahwa sesusi dengan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
bahwa pengelolaan barang Daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkamr pertimbangan sebagaimena dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Undang — Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah — daciah Tingkat. I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor | | 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1649) . : 1

Undang-Undane Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik fndone_si_a'--. .
Tahun 1960 omor 104, Tambahan Lembaran Negara Ré]:gum.i.
Indonesia Nnnmr-?()l}}';,é =




3. Undang-Undung Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974
Nomor 38. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041} sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tuhun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 8 ‘ahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan 1embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ¥

4, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan
Kotamadya [aerah Tingkat 11 Kupang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3633):

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 381 5);
6.  Undang-Undang Nomor 17 Tahim 20{}3r tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan [.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5. Tambahan |.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 (entang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undung Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjudi Undang ~Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4548);

b

9.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443 8);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan
Kendaraar: Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 196?)31
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30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang
Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah;

31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang
Nomer Kode Lokasi dan Kode Barang Daerah Propinsi /
Kabupaten / Kota;

32, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pedoman Penilaian Barang Daerah:

33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang

- Pengelolaan Barang Daerak;

34, Peraturan Uuerah Kot Kupang Nomer 22 Tahun 2002 tentang
Perubahan Atns Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang
Pembentukkan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan
Sekretariat DPRD Kota Kupang ( Lembaran Daerah Kota Kupang

Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang
Nomor 108 1.

T

'
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan

WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG
MILIK DAERAH.

BABT
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

n Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan !
Daerah adalah Kota Kupang.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
Walikota adalah Walikota Kupang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewa :
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kupang,

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris

-Daerah Kota Kupang selaku pengelol:



. emanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan
sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daeral (SKPD) dalam

- bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun

serah guna dengan tiduk mengubah status kepemilikan,

‘Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam Jangka waktu

tertentu dengan menerima imbslun vang tunai.

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan

L Pemerintah Daerah dan artar Pemerintah Daerah dalam jangka wakey tertentu tanpa

menerima imbalan dan setela jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali
kepada pengelola.

Kerjasama pemanfaatan adajal, pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak Jain
dalam jangka waktu tertentu dafam. rangka peningkatan penerimaan daerah bukan
pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya,

Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak
ain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarang berikut fasilitasnya, kemudian

isepakati, untuk selanjutnys diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atay
sarana berikut fasilitasnya setelul; perakhirnya jangka waktuy,

dalam jangka waktu tertentu yang iclah disepakati,
Penghapusan adalah kegiatan atau tindakan untuk melepaskan kepemilikan  atan
‘penguasaan barang daerah dengun menghapus pencatatannya dari daftar Inventaris

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah kepada pihak lain dengan

Tukar menukar barang milik daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan baran g
ilik daerah yang dilakukan antars Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar
emerintah Daerah, atau antars Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan
“menerima penggantian dalam bentuk barang, sek
 seimbang,

urang-kurangnya dengan nilai

i sat, meii au dari pemerintah kepada pihak [gin,
P2 memperoleh penggantian, ,L

Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak
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‘Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik

damh yang semula merupakan kckayaan vang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang

djplsahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik
Negara/daerah atau badan hukum fain nya.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan

pc!aporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inventarisasi adalah kegiatan wnule melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan
hasil pendataan barang milik dacrah,

Penilaian adalah suatu proses Kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada

data/fakta yang obvektifdan relevan dengan menggunakan metode/teknis lertentu untuk

memperoleh nilai barang milik ducrah.
Standarisasi sarana dan prasaran: kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang
kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang

memerlukan standarisasi.

Standarisasi Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai Jjenis,
kualitas dalam | (satu ) periode terentu,

spesifikasi dan

BAR T
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

d Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk -
tengamankan Barang Milik Daeral:

enyeragamkan langkah — langkah dan tindakan dalam Pengelolaan Barang Milik
serah;

 memberikan Jjaminan / kepastian dalam pengelolaan Barang Milik Daerah.
Pasal 3

pengelolaan Barang Milik Daerah adalah untuk -

enunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
rwujudnya akuntabilitas dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah;
erwujudnya pengelolasn Barang Milik Daerah yang lertib, efisien dan efektif, L



BAB I
CLHANG LINGRUP

Pasal 4

Lingkup Pengelolaan Barang #1iiik Daerah terdiri dari :

canaan kebutuhan dan pengingearan;

- e indahtanganan;

i pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
e biayaan; dan

jan ganti rugi.

BAB IV )
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH
Pasal 5

sclolaan Barang Milik Daerah «laksanakan secara terpisah dari pengelolaan Barang
Pasal 6

alikota selaku pemegang kekuussan pengelolaan barang milik daerah berwenang dan
itanggungjawab atas pembinaan dun pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah.
alikota sebagai pemegang kekunsuan pengelolaan barang milik daerah mempunyai
enang :

Menetapkan kebijakan pengeloluhan barang milik daerah:

Menetapkan pengpunaan, pem:ifaatan atau pemindahtanganan tanah dan bangunan;
. Menetapkan kebijakan pengaiisanan barang milik daerah;

4. Mengajukan usul pemindahiocnganan barang milik daerah yang memerlukan

persetujuan DPRD: .
- Menyetujui usul pemindahtanzanan dan penghapusan Barang milik
batas kewenangannya;

. Menyetujui usul pemanfaatan barang milik daerah selain t



alikota dalam rangka pelakssiai pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan

gsinya dibantu oleh :

sekretaris Daerah selaky pen:clala:

kepala Bagian Umum dan P« rizngkapan selaku pembantu pengelola;
kepala SKPD sehagai pengp:isa:

kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa pengguna:
penyimpan Barang milik daersih:

pengurus Barang milik daerai:,

Pasal 7

Sekretans Daerah  selaky

penelola Barang  Milik  Daerah berwenang  dan
bertanggungjawab -

‘menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan barang milik daerah;
‘meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan barang milik daerah;
meneliti dan menyetujui renc:

na kebutuhan pemeliharaan / perawatan barang milik
daerah;

mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang
Milik Daerah yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRD ;

melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah ]

melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelalaan Barang Milik Daerah.

epala SKPD sebagai Penggu-ia Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung
wab atas :

mengajukan RKBD dan RKPED bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Walikota
melalui Pengelola Barang;

mengajukan permohonan penclipan status untuk penguasaan dan penggunaan barang

‘milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan laiﬁnya yang sah kepada
Walikota melalui Pengelola Bareng;

melakukan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada dalam
penguasaannya: : ; '

G menggunakan barang milik Uneral yang berada dalam penguesaannya untuk
: kepentingan penyelenggaraan t: zas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
mengamankan dan  memelihig :
penguasaannya:

mengajukan usul pemindahtanga

barang milik daerah yang berada dalam

nan barang milik daerah berupa tanah dan/atay
bangunan yang tidak memerlulta persetujuan DPRD dan barang milik daerah selain
tanah dan/atau bangunan kepada

Walikota melalui Pengelola Barang;
menyerahkan tanah dap bangiin:

penyelenggaraan tugas pokok cun fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Walikota
- melalui pengelola barang;

m yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan



melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan barang milik daerah yang
ada dalam penguasaannya.

Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan selaku Pembantu Pengelola dan Pusat Informasi
Barang Milik Daerah (PIMBD) bertanggung jawab mengkoordinir penyelenggaraan
ngelolaan Barang Milik Daeral: vang ada pada SKPD.

i) enyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang diserahi fugas untuk menerima,
menyimpan dan mengeluarkan Farang.

enguris Barang adalah pegawi vang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah
alam proses pemakaian yang ad: di setiap satuan kerja perangkat daerah/unit kerja.

Pasal 8

2 Bagian Umum dan Perlengkapan sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim
rintah Daerah dalam Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BABV
PERENCANAAN KEGBUTUBAN DAN PENGANGGARAN
Pasal 9

epala Bagian Umum dan Perlengkapan dibantu unit kerja terkait menyusun :

standarisasi sarana dan prasarzna kerja pemerintah daerah;

% b standarisasi harga.

B Standarisasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan
B Peraturen Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

ngelola menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana
} Pemeliharaan Barang Milik Daerah { RKPBMD ) sebagai dasar penyusunan
cana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai bahan dalam Penyusunan Rencana
ggaran Pendapatan dan Belanja [Daerah (RAPBD);
nyusunan Rencana Kebutuha Barang Milik Daerah (RKBMD) dan Rencana
butuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah ( RKPBMD ) sebagaimana dimaksud
ayat (1), berpedoman pada standar barang, standar  sarana dan prasarana kerja
merintahan Daerah dan standar harga: )

elah APBD ditetapkan. Walikota menyusun Daftar Kebutuhan Ba ng
KBD ) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah ( DKPB

1



Pasal 1)

cara perencanaan penentuan k-‘:i-'-{,'ﬂt_uhan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam
10 ditetapkan lebik lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PENGADAAN

Pasal 12

daan Barang Milik Dacrah dilsksanakan berdasarkan prinsip —prinsip efisien. efektil’
sparan / terbuka, bersaing, adil / tidak diskriminatif dan akuntabel.

Pasal 13

eiaksanaan pengadaan barang dun jasa Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Panitia
ngadaan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan
Walikota,

alikota dapat melimpahkan Lcwenangan pelaksanaan pengadaan barang kepada
engelola dan atau SKPD,

alikota menetapkan Panitia Pemeriksaan Barang,

) Walikota dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala SKPD menetapkan Panitia
i Pemeriksaan Barang.

Pasal 14

daan ‘barang dapat dilaksan: .an dengan cara pembelian, pemborongan pekerjaan,
mbuat sendiri dan swakelola sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang dibiayai dari APBD hasilnya

an oleh kepala SKPD kepada Walikota melalui Pengelola cq. Kepala Bagian Umum
erlengkapan. dilengkapi dengan Dokumen Pengadaan dan dituangkan dalam Berita
Serah Terima (BAST).

Pasal 16

tiap Tahun Anggaran, Pengelola membuat Daflar Hasil Pengadaan (D |
aksud dalam Pasal 15 // : '



) Daftar hasil pengadaaﬁ scbagmm ana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk lampiran
penghitungan APBD taimn yang bersangkutan.

BAB VII
PENERIMAAN, PENYIMPANAN DAN PENYALURAN
Pasal 17

Semua hasil pengadan barang ducrah yang bergerak diterima oleh penyimpan barang /
pengurus barang atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala SKPD.

Penyimpan/Pengurus Barang melakukan tugas Administrasi Penerimaan Barang Milik
Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Kepala Bagian Tata Usaha/Sekretariat selaku atasan langsung Pengurus
- Barang/Penyimpan Barang bertanggungjawab atas terlaksananya tertib Administrasi
Perbendaharaan Barang Milik Duerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2).

) Tata cara penerimaan dan pengurusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud
- pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

4
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Pasal 18

f
7, — barang dan jasa dari pemenuhan kewajiban pihak ketiga kepada Pemerintah
| Dacrah berdasarkan perjanjian dan atau pelaksanaan dari suatu perijinan tertentta wajib
| diserahkan kepada Walikota.
Penerimaan barang dan jasa dari pihak ketiga yang merupakan sumbangan, hibah, wakaf
b dan penyeranan dari masyarakat atau pemerintah menjadi Barang Milik Daerah.
i Pengelola mencatat ., memantau dan aktif melaksanakan penagihan pihak ketiga
| scbagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
-Z. Penyerahan dari pihak ketiga scbapaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
| dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima ( BAST) dan disertai dengan dokumen
 kepemilikan / penguasaan yang sah.
) Hasil penerimaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicatat dalam
| Daftar Barang Milik Daerah.
j Tata cara pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan ayat (4)
dnetapkan Iebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 19

) Penerimaan barang yang tidak bergerak dilakukan oleh Kepala SKPD ata .
ditunjuk, dan selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui Pertgelol




maan Barang Dearah sebuvaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
aoleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah ( PPBD ),

an barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan setelah diperiksa
i ték:\lis yang berwenang, dengan membuat Berita Acgra Pemeriksaaan.

Tial ténenm, Waliketa dapat menetapkan Pembentukan Panitia Barang Unit atas
ala Bagian Umum dan Pelengkapan.

sebagaimana dimaksu! pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan

Pasal 20

anitia Pemeriksaan Barang Duacrah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas
emeriksa, menguji. meneliti dan menyaksikan barang yang diserahkan sesuai dengan
 persyaratan yang tertera pada Surzt Perintah Kerja (SPK) dan / atau Kontrak/Perjanjian
-:dan dibuatkan Berita Acara Pemeril:saan ( BAP),

Berita acara sebagaimana dimaks:d pada ayat (1) dipergunakan sebagai salah satu syarat
1agihan kepada Bagian Keuangar.

Pasal 21

Pengeluaran / penyaluran barang Juerah oleh penyimpan barang dilaksanakan atas dasar
Surat Perintah Pengeluaran Barang ( SPPB ) dan untuk barang —~ barang inventaris
‘:-disenai dengan Berita Acara Serah Terima dari Kepala Unit Satuan Kerja yang ditunjuk
oleh Walikota,

Setiap tahun anggaran Kepala Unit / Satuan Kerja wajib melaporkan persediaan atau sisa
barang kepada Walikota melalui Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan.

BAB VIII
PENGGUNAAN
Pasal 22

Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk masing-masing SKPD ditetapkan oleh
Walikota.

‘Penetapan status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan sebagai berilut -

8. Pengguna Barang melaporkas barang milik daerah yang ada pada SKPD dan yang
- diterima kepada Pengelola Barany disertai dengan usul penggunaan.
i b. Pengelola Barang meneliti |

dimaksud kepada Walikota unk ditetapkan status penosimnaanya

dporan tersebut dan mengajukan usul penggunaan

R RS e



Pasal 23

Milik Daerah dapat ditetapkan slatus penggunaannya untuk penyelengaraan tugas
Biok dan fungsi SKPD dan dioperasikan oleh pihak lsin dalam rangka menjalankan
I umum sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan.

Pasal 24

".Penetapan status penggunaan tanah dan / atau bangunan dilakukan dengan ketentuan

bahwa tanah dan / atau bangunan tersebut antuk kepentingan penyelenggaraan fugas

kok dan fungsi pengguna barang can / atau kuasa pengguna barang.

dengguna barang dan / atau Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan tanah dan /
':'inau bangunan yang tidak digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada
- Walikota melalui Pengelola.

| Pengguna Barang Milik Daerah yang tidak menyerahkan tanah dan / atau bangunan yang
‘lidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan
epada Walikota dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan dan/atau
bangunan dimaksud.

Tanah dan / atau bangunan yang fidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD
dicabut penetapan Status penggunaaniya.

BABIX
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pembukuan
Pasal 25

b Pengguna barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Daerah ke dalam
b Daftar Barang Pengguna (DBP) menurut penggolongan dan kodefikasi barang.

) Pengelola barang harus melal akan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah
b menurut penggolongan dan kodefikasi barang sesuai ketentuan peraturan perundang —

b undangan.




Bagian kedoa
Inventarisasi

Pasal 26

'ah W'ujib-me{ak Licn inventarisasi terhadap seluruh barang milik daerah,

: épa‘ia SKPD bertanggungjawab untuk menginventarisasi seluruh barang milik daerah /

mng inventaris yang ada di lingkungan tanggungjawabnya .
aftar Rekapitulasi Barang Inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan

epada pengelola melalui Bagian Umum dan Perlengkapan secara periodik.
Pasal 27

Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilaksanakan oleh Bagian
Umum dan Perlengkapan .

Bagian Umum dan Perlengkapun sebagai pusat inventarisasi barang milik daerah,
ber;ax_sggungjﬁwab untuk menghimpun hasil inventarisasi barang milik daerah.

Pasal 28

! merintah Daerah wajib melaksinakan Sensus barang daerah sekali dalam 5 (lima )
wn untuk mendapatkan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta
rekapitulasinya.

¥Bagian Umum dan Perlengkapen sebagai pusat Inventarisasi barang milik daerah,
ggungjawab atas koordinasi nelaksanaan Sensus barang.

Jaksanaan Sensus barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
swakelola dan / atau penyedia barang / jasa.

claksanaan Sensus barang daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota .

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 29

gguna / kuasa pengguna baranz menyusun laporan barang semesteran dan tahunan.

oran sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui pengclala'
ngelola menghimpun laporan scbagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Lapori
rang Milik Daerah (LBMD), :



Pasal 30
rgngl_(é_. tertib adninistrasi pe;
mn agar diperolch data v
asn-_hﬁﬁi‘na_je‘mcn Bar

welolaan barang daerah melalu pendaftaran, pencatatan
ang akurat dilaksanakan Program SIMBADA ( Sistem
rang Daerali} sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

BAB X
PEMANFAATAN

Bagian Kesaty

iiriteria Pemanfaatan

Pasal 3]

emanfaatan Barang Milik Daorah berupa tanah dan / atan bangunan yang tidak

perguniakan untuk melaksanak:n tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh

Pengelola Barang setelah mendaput persetujuan Walikota,
Pemanfastan Barang Milik Dacrah selain tanah dan
dipergunakan untuk melaksanak

/ atau bangunan yang tidak
an tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh
"gguna Barang setelah mendapit persetujuan Pengelola.

Bagian Kedua
Bentuk - Bentuk Pemanfaatan

Pasal 32

-bentuk pemanfaatan Barang niilik Daerah berupa :
am pakai;

jasama Pemanfaatan:

angun Guna Serah dan Bangun Serah Guwna.

Paragraf 1
Sewa

Pasal 33

ang Milik Daerah, baik barang
dimanfaatkan oleh Pemerintah D
snguntungkan Daerah.

Barang Milik Daerah yang disewak

bergerak maupun tidak bergerak yang.._b'e}'ij
acrah dapat disewakan kepada Pihak etig :

an tidak merubah status hukunﬂs{um
nyewuan sebagaimana dimakcred wada ..o svnav i S



a waktu penyewaan baran: milik daerah paling lama 5 (lima) tahun dan dapat
perpanjang.

yewaan\qdilaksanakun berdzsarkan surat perjanjian sewa-menyewa, yang sekurang-
angnya memuat :

1. pihak-pihak yang terikat alam perjanjian;

. jenis. luas atau jumlah barang. besaran sewa, dan jangka waktu;

- tanggung jawab penyewa utas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka
waktu penyewaan:

. persyaratan lain yang dianggap perlu.

asil penerimaan sewa dan retribusi di setor ke Kas Daerah.

Pasal 34
g Milik Daerah baik bergerak maupun tidak bergerak selain disewakan dapat dipungut
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Paragraf 2
Pinjam Pakai
Pasal 35

arang Milik Daerah yang belum dimanfaatkan dapat dipinjampakaikan;

injam pakai hanya dapat diberikan kepada Instansi Pemerintah;

am pakai tidak merubah starus hukum (memindahtangankan) kepemilikan barang
aereh;

ngka waktu pinjam pakai barung milik daerah paling lama 2 (dua) tabun dan dapat
iperpanjang;

claksanaan pinjam pakai dilakukan berdasarkan surat perjanjian vang sekurang-
urangnya memuat :

& pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian;

b. jenis, luas atau jumlah barang. besaran sewa, dan jangka waktu;

¢ tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama Jjangka
waktu peminjaman;

d. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Paragraf 3
Kerjusama pemanfaatan

Pasal 36

Efesama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dengan pihak lain dilaksanakan dal
goptimalkan daya guna dan hasil puna barang mnilik daerah;

it e s




Pasal 37

Kerjag'ama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dilaksanakan dengan bentuk :

‘2. Kerjasama Pemarfaatan avang Milik Daerah atas tansh dan/atau bangunan yang

sudah diserahkan oleh Penceuna Barang kepada Walikota;

‘b. Kerjasama Pemanfaatan atzs tanah dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh
Pengguna Barang;

¢. Kerjasama Pemanfaatan selzin tanah dan/atau bangunan.

Kerjasama Peranfaatan atas Borang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

) Kerjasama Pemanfaatan atas Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf b dan ¢, dilaksanakan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan

= Pengelola Barang.

Pasal 38

Kerjasama Pemanfaatan atas flarang Milik Daerah dilaksanakan dengan ketentuan
'_ sebagai berikut :

f 2. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBD untuk memenuhi biaya
. operasional/pemeliharaan/perbaikan yang diperlukan terhadap Barang Milik Dacrah
- - dimaksud;

b. Mitra Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan melalui tender dengan mengikutsertakan
: sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat dan apabila diumumkan 2 x. peserta
kurang dari 5 dapat dilakukan pemilihan langsung dan/atau penunjukan langsung
dengan negosiasi baik teknis maupun harga, kecuali untuk Barang Milik Daerah
yang bersifat khusus (pengembangbiakan/pelestarian satwa langka, pelabuhan laut,
pelabuhan udara, pengeloluan limbah. pendidikan dan sarana olah raga) dapat
dilakukan penunjukan lang :ng;

: - Mitra Kerjasama Pemanfaatan harus membayar kontribusi tetap ke Rekening Kas
Umum Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah
ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama Pemanfaatan:

d. Besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan hasil Kerjasama
Pemanfaatan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat yang

berwenang dan harus mendapat persetujuan dari pengelola barang,

Semua biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan
tidek dapat dibebankan pada APRD).

Selama jangka  waktu pengoperasian, mitra Kerjasama Pemanfaatan dllm’an
-;.menjammkan atau menggadaikan Barang Milik Negara/Daerah yang menjﬁd; o
;-Keqasama Pemanfaatan:

E Jangka waktu Kerjasama Pemaiifaatan paling lama 30 (tiga ouluh) takits



Paragraf 4
Hangun Guna Serah
Pasal 39

Bangun Guna Serah Barang Mitik Dacrah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

. Pemerintah Daerah memeriukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan
pelayanan umum dan untuk nienyelenggarakan tugas pokok dan fungsi.

~ b. Tanah milik pemerintah dacrah yang telah diserahkan oleh pengguna kepada
: Walikota.

B ¢ Tidak tersedia dana APBD uniuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

. Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- dilaksanakan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Walikota dengan
mengikutsertakan Pengguna Burang dan/atau Kuasa Pengguna Barang sesuai tugas
pokok dan fungsinya.

Pasal 40

an status penggunaan Barane Milik Daerah sebagai hasil dari pelaksanaan Bangun
Serah dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan
i Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 41

Jangka waktu Bangun Guna Sersh paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian

ditandatangani.

Penetapan Mitra Bangun Guna Serah dilaksanakan melalui tender dengan

E - mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat dan apabila diumumkan

2x peserta kurang dari 5, dapat dilakukan pemilihan langsung/penunjukan langsung

dengan negosiasi baik terknis matpun harga. '

5) Mitra Bangun Guna serah yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian

I harus memenuhi kewajiban sebagai berikut

4. Membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Negara/Daerah setiap tahun, yang
besarannya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh pejabat
yang berwenang.

. Tidak menjaminkan, menggadaikan atau memindahtangankan obyek Bangun guina-

L ¢. Memelihara obyek Bangun Guna Serah.

il Dalam jangka waktu pengoperasian. sebagian Barang Milik Daerah hasil bat

j§ Serah harus dapat digungkan langsung untuk penyelenggaraan tugas pol
& pemerintahan daerah, /Z T




Bangun Guna Serah dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-
_kurangnya memuat :

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.

. Obyek Bangun Guna Serah.

'_ . Jangka waktu Bangun Guna serah.

)

-d.

Hak dan Kewajiban para pitiak yang terikat dalam perjanjian.

~e. Persyaratan lain yang dianguap perlu.

Izin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Guna Serah harus diatasnamakan Pemerintah
Daerah.

Biaya persiapan pelaksanaan BGS yang meliputi pembentukan panitia, pengumuman,
penilaian aset, kajian dan lain sebagainya dibebankan dalam APBD.

Biaya persiapan (penyusunan MOU, Surat Perjanjian/Kontrak dan lain sebagainya) dan
pelaksénaan Bangun Guna Serah tidak dapat dibebankan pada APBD.

Pasal 42

Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Daerah harus menyerahkan obyek Bangun
Guna Serah kepada Walikota pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan
audit oleh aparat pengawasan fungsional pemerintaly;

‘i'afa cara pelaksanaan Bangun (iuna Serah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 5
Bangun Serah Guna
Pasal 43

[} Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai

. Pemerintah Daerah memerlukan bangunan dan fasilitas untuk kepentingan pelayanan
umuin dan untuk menyelengearakan tugas pokok dan fungsi.

g b, Tanah dan atau bangunan milik pemerintah daerah yang telah diserahkan oleh
pengguna kepada Walikota.

. Tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bangunan dan fasilitas dimaksud.

_: Bangun Serah Guna Barang Milik Daerah sebagaimapa dimaksud pada ayat (1)
. dilaksanakan oleh Pengelola Bararg setelah mendapat persetujuan Walikota. 5
) Bangun Serah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olch Pengelola
< Barang dengan mengikutsertakan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna B mn
sesuai tugas pokok dan ﬁ.mgsinya%




Pasal 44

lapan status penggunaan Baranc Milik Daerah sebagai hasil dari pelak.éanaan Bangun
Guna dilaksanakan oleh Walitota dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan
i Satuan Kerja Perangkat Daerah teriait,

Pasal 45

Jangka waktu Bangun Serah Gung paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian
- dimndatangani,

i Fenctapan Mitra Bangun Sursh Gunma  dilaksanakan melalui tender dengan
mengikutsertakan sekurang-kur:ngnya 5 (lima) peserta/peminat dan apabila divmumkan
Ix peserta kurang dari 5. dape: dilakukan pemilihan langsung/penunjukan langsung
: dengan negosiasi baik terknis maupun harga,

i :: Mitra Bangun serah Guna yang telah ditetapkan. selama jangka waktu pengoperasian
E iorus memenuhi kewajiban sebagii berikut -

& Membayar kontribusi ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun, yang
i besarannya ditetapkan berdusurkan hasil perhifungan tim yang dibentuk olch pejabat
yang berwenang.

b, Tidak menjaminkan, mengendaikan atau memindahtangankan obyek Bangun Serah
Guna.

¢. Memelihara obyek Bangun Serah Guna,

Dalam jangka waktu pengoperasizn, sebagian Barang Milik Daerah hasil Bangun Serah
i Guna harus dapat digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
pemerintahan dacrah.

Bangun Serah Guna dilaks.aakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-
¢ kurangnya memuat

a. Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian,

b. Obyek Bangun Serah Guna.

' ¢. Jangka waktu Bangun Serah Cuna.

: d. Hak dan Kewajiban para pihuk vang terikat dalam perjanjian,

:. Persyaratan lain yang dianggap perlu.

lzin Mendirikan Bangunan hasil Bangun Serah Guna harus diatasnamakan Pemerintah
- Daerah.

Biaya persiapan pelaksanaan BGS vang meliputi pembentukan panitia, pengumuman,
penilaian aset, kajian dan lain sebagainya dibebankan dalam APBD.

Biaya persiapan (penyusunan MOU_ Surat Perjanjian/Kontrak dan Jain sebagainya) dan
pelaksanaan Bangun Serah Guna tidak dapat dibebankan pada APBD./%
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a. Mitra Bangun Serah GmahmmmymhkmobyekBmg\mSemh Guna kepada
Walikota segera setelah selesainya pembangunan;

b. Mitra Bangun SﬂahGunndapatnmdayagtmmBamngMﬂikamhmbm
sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian;

c. Setelah jangka waktu pendayagunaan berakhir, obyek Bangun Serah Guna terlebih
dahulu diaudit oleh aparai pengawasan fumgsional pemerintah sebelum

: penggunaannya ditetapkan oleh Walikota,

) Tam-cmpehkxmaanBangme.urahGumaitetapkandmngemnm Walikota.

BABXI
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

tanah, BPKB dan dokumen lainnya).

:'hngmnmmﬁdkmﬁpuﬁ:pmmmwmdmm
kepemilikan, '

f o ngmhmmmmmWhM-ambﬂntqﬁadipelmgmhnkm
! barang milik/dikuasai Pemerintah Daerah.
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